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Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) memiliki tujuan dalam
mewujudkan kesejahteraan dalam tonggak tiga pilar yang harus dijaga negara-
negara anggotanya. Tiga pilar tersebut antara lain merupakan Ekonomi, Keamanan,
Sosial-Budaya. Penulis akan berfokus kepada permasalahan Human Trafficking
dimana ini merupakan salah satu permasalahan di dalam pilar politik-keamanan.
Tindakan kriminal ini merupakan kejahatan transnasional yang selalu menjadi
konsen ASEAN dan sulit untuk dihentikan karena posisi geografis ASEAN yang
memudahkan pelaku dalam menjalankan pekerjaannya. Pelaku Human Trafficking
biasanya mengincar perempuan dan anak-anak, karena perempuan dan anak
dianggap sangat mudah diperdaya dan dalam segi fisik, mereka akan dipastikan
kalah dan pasrah karena tidak bisa melawan oknum pelaku yang menyertakan

paksaan dan kekerasan.



Kasus kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang sangat buruk dan
sangat disayangkan bahwa hal ini semakin marak dan ramai terjadi, terutama di
kawasan Asia Tenggara. Perdagangan manusia merupakan kasus kejahatan
transnasional yang gawat di kawasan Asia Tenggara karena berbagai alasan.
Kondisi dan tata letak geografis negara-negara dalam Asia Tenggara, dan didorong
dengan fakta bahwa negara-negara ini juga masih didalam susunan negara
berkembang, dimana masih sulit sekali untuk menumpaskan angka kemiskinan.
Maka dari itu, fakta bahwa ramainya perempuan yang ingin menaikkan derajat
keluarga serta keadaan ekonominya, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman
yang sedikit dengan dunia luar, sering jatuh dan terjebak dalam sangkar jerat para

oknum yang mementingkan dirinya sendiri, dan berakhir mereka diperjual belikan.

Dalam kasus ini, menurut UNICEF, jumlah anak yang tidak memiliki
identitas yang legal, seperti akta kelahiran, tidak akan terdata dalam negaranya dan
sudah dipastikan bahwa negara tempat tinggalnya akan sulit memberikan hak-
haknya. Dan yang paling menjadi kegelisahan ialah, mereka akan menjadi umpan
paling diincar untuk kegiatan perdagangan manusia, praktik perburuhan, serta
kekerasan.” Terdapat data pada tahun 2018, bahwa korban perbudakan secara
global menunjukkan angka sekitar 40,3 juta orang dan diperhitungkan terdapat 71%
ialah perempuan dan anak.’ Kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Myanmar,
Thailand dan Filipina masih menjadi sumbangsih besar dalam kasus ini, dan juga
di Asia Tenggara diperkirakan 200 hingga 400 ribu terdapat praktik perdagangan

manusia yang berskala domestik dan internasional.’
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A. Pemicu Human Trafficking dalam Kawasan Asia Tenggara

Kekerasan yang diberikan oleh negara-negara Barat yang menganut sistem
kolonialisme mengakibatkan Afrika dan Asia menjadi target dan tujuan utama
dalam praktik kejahatan perbudakan. Dapat dipastikan bahwa praktik ini memicu
terjadinya keberlangsungan perdagangan manusia yang terjadi hingga saat ini.
Dalam kawasan Asia Tenggara, hanya negara Thailand yang tidak termasuk daerah
jajahan, namun hal itu tidak menghentikan Thailand untuk menjadi wadah bagi
perbudakan. Praktik ini dirampungkan menjadi cikal-bakal atau menjadi suatu

faktor utama dimana adanya budaya dalam praktik perdagangan manusia.

Negara-negara Asia Tenggara, seperti halnya Indonesia yang memiliki
jumlah penduduk yang bahkan tercatat berada dalam posisi keempat dengan jumlah
penduduk terbesar dalam skala internasional, menjadikan Indonesia berada dalam
posisi yang sangat rawan. Apalagi daerah terpencil yang sulit dijangkau pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah, sehingga lebih banyak anak-anak terutama
perempuan yang tidak masuk ke dalam data sensus penduduk hingga sulit untuk
menempuh pendidikan yang layak. Ditambah dengan kepercayaan dari budaya
yang diturunkan, bahwa lebih baik anak perempuan duduk saja dirumah daripada

menempuh pendidikan.

Faktor utama yakni kawasan Asia Tenggara yang strategis biasanya menjadi
transit dan memiliki jalur laut sebagai perdagangan internasional, sehingga semakin
memudahkan gerak bagi para oknum ataupun korporat yang menjalankan bisnis
ilegal ini. Seperti Thailand, tidak hanya menampung manusia yang diperjual
belikan dari negara tetangga dekatnya yakni Laos, Kamboja dan Myanmar, mereka
juga merambah menjadi wadah penampung bagi korban perdagangan manusia
dengan skala internasional, seperti dari Rusia, Polandia, Amerika Selatan, dan
Ceko.* Sekitar 50.000 anak perempuan umur dibawah 18 tahun dijual beli dengan

tujuan utama untuk dieksploitasi menjadi pelacur di negara Kamboja, dan juga
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kelembagaan PBB mengatakan bahwa diperkirakan satu dari tiga pelacur yang
dikirimkan berasal dari Vietnam.’ Menurut Departement of State United State of
America, ketika anak-anak yang dipekerjakan secara paksa dan mendapat kekangan
yang bukan merupakan anggota keluarga korban, yang kemudian bekerja dengan
tujuan menguntungkan pihak tertentu dan dilarang untuk meninggalkan pekerjaan

tersebut, dimana biasanya dokumen seperti ijazah atau pasport yang akan ditahan.®

Beberapa modus operandi yang digunakan untuk menjerat korban Human
Trafficking antara lain adalah: bekerja di salon kecantikan, restoran, atau biasanya
pabrik dengan upah yang tinggi, lalu dikatakan bahwa biaya administrasi sebagai
penunjang awal para calon korban akan ditanggung semua oleh pihak
“perusahaan”. Namun, perempuan-perempuan ini malah berakhir disekap dan

dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)’.
B. Upaya Penanganan Women and Child Trafficking Oleh ASEAN

ASEAN merupakan sebuah wadah bagi negara-negara Asia Tenggara
dalam menyelesaikan permasalahan antar negara, begitu juga dengan tindak
kejahatan Human Trafficking ini. ASEAN Convention Against Trafficking in
Persons, Especially Women and Children (ACTIP), merupakan pijakan dan
landasan bagi ASEAN dalam menghadapi tindak kejahatan perdagangan manusia.
Dalam rancangan aksi ini juga terdapat beberapa poin yang mendorong adanya
langkah awal pencegahan dengan memberikan edukasi untuk semua kelas sosial
tentang bagaimana terjadinya Human Trafficking, kekerasan, dan melukai hak asasi

manusia.?

ASEAN telah membahas isu kejahatan transnasional tindak perdagangan

manusia semenjak tahun 1990, lalu berkembang menjadi banyaknya dokumen dan
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aturan tentang penentangan tindak kejahatan ini yang tidak sesuai dengan Hak
Asasi Manusia yang bahkan menjadi dasar bagi beberapa negara ASEAN.
Perempuan dan anak termasuk ke dalam korban yang rentan, sehingga ACTIP
menjadi payung bagi peraturan nasional negara-negara Asia Tenggara. Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), membentuk CEDAW juga menjadi poros bagi ASEAN
dalam pendataan dan pelaporan tindakan Women and Children Trafficking.
Instrument Regional yang merupakan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia di
ASEAN dan berperan sangat penting dalam penegakan dan pelaksanaan ACTIP,
karena negara-negara yang menjadi daerah sumber daya manusia, sebagai tempat
transit, dan negara tujuan dari tindakan kriminal ini masih terlalu banyak terjadi di

negara kawasan ASEAN.’

Deklarasi ASEAN dalam Women and Children Trafficking pada 2004,
memberikan pernyataan bahwa ini merupakan upaya bersama untuk menangani
masalah regional dengan membangun jaringan di berbagai kawasan negara, juga
melindungi dokumen-dokumen penting dalam perjalanan resmi dalam pencegahan
penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab, pengontrolan pada daerah
perbatasan yang rentan menjadi tempat singgah atau berlabuh bagi kapal-kapal

yang menjadi sarana transportasi pembawa korban Human Trafficking.!’

ACTIP kemudian membentuk ASEAN Plan of Action Against Trafficking in
Persons, Especially Women and Children (APA). APA menjadi ujung tombak
dalam perjuangan ASEAN sebagai media dalam perencanaan kebijakan-kebijakan
yang kemudian akan menjadi penegas dalam undang-undang yang kemudian di

serap oleh peraturan kebijakan domestik negara-negara anggota ASEAN.!!

° Dewi Marmilenia Rifafatin, 2021, “Efektifitas Peran ASEAN Convention Against Trafficking in
Persons, Especially Women and Children (ACTIP) dalam Menangani Human Trafficking di Thailand
(Periode 2015-2019), https://etd.umy.ac.id/id/eprint/30539/1/Halaman%20Judul.pdf, diakses
pada 28 Juni 2022.

10 ASEAN Community, 2004, “ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly
Women and Children” https://asean.org/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-
particularly-women-and-children/, diakses pada 28 Juni 2022.

11 Naufal Fikhri Khairi, 2021, “Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di
Asia Tenggara” http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior, diakses pada 17 Juli
2022.



https://etd.umy.ac.id/id/eprint/30539/1/Halaman%20Judul.pdf
https://asean.org/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-particularly-women-and-children/
https://asean.org/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-particularly-women-and-children/
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior

Kesimpulan

Human Trafficking merupakan kejahatan transnasional yang mengancam
pilar dari ASEAN, yakni pilar politik dan keamanan ASEAN. Perempuan dan anak
yang merupakan korban paling rentan terseret arus tindak kejahatan transnasional
ini, menjadikan negara-negara kawasan ASEAN memutuskan untuk mengadakan
rancangan aksi upaya pemberantasan dengan membentuk ACTIP, agar

kesejahteraan rakyat dari masing-masing rakyat tercapai.

Pengembalian korban Women and Child Trafficking pada negara ASEAN,
juga menjadi peran penting mereka karena perlunya perlakuan khusus kepada
korban yang telah mengalami gangguan fisiologi dan mental. Juga ASEAN harus
bertindak keras kepada para pelanggar Hak Asasi Manusia ini, dengan negara-
negara anggota meratifikasi dan membuat undang-undang peraturan dasar tentang
jerat hukum, maka akan adanya tindakan setimpal yang pantas diterima oleh pelaku
perdagangan orang ini. Dengan adanya upaya-upaya dan pembahasan trafficking
secara lanjut dapat diharapkan kawasan Asia Tenggara dapat terbebas dari jeratan

kejahatan transnasional Human Trafficking ini.
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